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ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat, telah dialokasikan dana 

subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara-Perubahan, berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan '· Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 2013 · tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 
berwenang mengatur lebih lanjut pelaksanaan anggaran bagian anggaran 
bendahara umum negara untuk belanja subsidi, berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 104 Tahun. 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan 
Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, Liquefied Petroleum Gas 
(LPG) Tabung 3 Kilogram didistribusikan kepada rumah tangga dan us aha 
mikro. 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN 5423); Perpres No. 104 

Tahun 2007; Perpres No. 126 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 254). 
  

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
   Dalam rangka meringankan be ban masyarakat, telah disediakan dana Subsidi 

LPG Tabung 3 Kg. 
Tata cara penyediaan dana Subsidi LPG Tabung 3 Kg mengacu pada Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan 
penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan 
pengesahan daftar is1an pelaksanaan anggaran bendahara umum Negara. 
Dana subsidi LPG Tabung 3 Kg dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara {APBN) dan/atau APBN Perubahan. 
Berdasarkan alokasi dana, diterbitkan DIPA BUN sesuai ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan dan 
penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan 
pengesahan daftar 1s1an pelaksanaan anggaran bendahara umum Negara. 
Dalam rangka Tabung 3 Kg, pelaksanaan anggaran subsidi LPG Menteri 
Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menunjuk 
Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai KPA. 
Dalam hal pagu DIPA atas belanja subsidi LPG Tabung 3 Kg yang ditetapkan 
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang mengacu pada APBN dan/atau APBN-
Perubahan tidak mencukupi kebutuhan subsidi LPG Tabung 3 Kg dalam tahun 
anggaran berjalan, dapat ditambah pagunya melalui mekanisme revisi anggaran 
setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 



Subsidi LPG Tabung 3 Kg terdiri dari subsidi harga dan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada 
Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam APBN dan/ atau APBN-Perubahan. 
Direksi Badan Usaha setiap bulan mengajukan permintaan pembayaran dana 
subsidi LPG Tabung 3 Kg kepada KPA. Permintaan pembayaran dana subsidi 
LPG Tabung 3 Kg untuk 1 (satu) bulan dapat disampaikan pada tanggal 1 (satu) 
bulan berikutnya. 
Berdasarkan permintaan pembayaran dana subsidi LPG Tabung 3 Kg, KPA 
melakukan penelitian dan verifikasi atas data pendukung. 
Jumlah subsidi harga yang dapat dibayar untuk setiap bulannya kepada Badan 
Usaha paling tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil 
perhitungan verifikasi. 
Jumlah PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada 
Pemerintah yang dapat dibayar untuk setiap bulannya sebesar 100% (seratus 
persen) dari hasil perhitungan verifikasi. 
Pembayaran subsidi harga kepada Badan Usaha dapat diperhitungkan dengan 
kewajiban Badan Usaha kepada Pemerintah. 
Dalam hal terdapat penerbitan surat tagihan pajak dan/atau surat ketetapan 
pajak untuk menagih pokok pajak dan/atau sanksi administrasi sebagai akibat 
korcksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau koreksi oleh pemeriksa 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, tata 
cara pembayaran atas surat tagihan paj ak dan/atau surat ketetapan pajak 
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 
Badan Usaha bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan 
dan penggunaan dana subsidi harga. 
KPA bertanggung jawab atas penyaluran dana Subsidi LPG Tabung 3 Kg 
kepada Badan Usaha. 
KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan mengenai 
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur permintaan 
pembayaran, verifikasi dan laporan pertanggungjawaban Badan Usaha kepada 
KPA diatur oleh KPA. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 218/PMK.02/ 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, 
Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied 
Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 
tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan 
Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 
Kilogram, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2016 dan diundangkan 

pada tanggal 15 Juli 2016. 
 


